Definisi Terorisme masih Alot

WEDIA INDENBS ) A

- 2Y o5 /18 -

DPR meminta pemerintah berhati-hati
dan tidak mudah mengkriminalisasikan
seseorang sebagai teroris.

Dero IQBAL MAHENDRA
dero@mediaindonesia.com

AYORITAS fraksi di
DPR mendorong ..
masuknya frasa
. ‘motif ideologi,
atau politik atau gangguan
keamanan’ ke definisi teror-
isme ketika mereka membahas.
Revisi UU Nomor 15/2003 ten-
tang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme bersama
pemerintah di Gedung DPR,
Jakarta, kemarin.

Sebailknya pemerintah
berkukuh frasa tersebut tidak
masuk ke definisi, tetapi cukup
di dalam penjelasan.

Anggota Fraksi PAN, Muslim

Ayub, mempertanyakan niat -

pemerintah yang berkeras
tidak memasukkan frasa ‘mo-
tif ideologi, atau politik atau
gangguan keamanan’ ke defi-
nisi terorisme. “Saya khawatir
menjadi pasal karet karena ti-
dak jelas. Frasa tersebut wajib
masuk. Teroris jelas mengan-
cam ideologi dan kedaulatan

negara, kenapa pemerintah -

keberatan?” kata Muslim,
Kepala Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kemenkum
dan HAM, Enny Nurbaningsih,
men)elaskan dalam rumus-

an sebelumnya pemerintah’

satu suara soal definisi te-
rorisme. Namun, parlemen
menawarkan alternatif kedua

suntuk mengal<omoda31 per-

kembangan di dalam rapat

- (lihat grafik).

“Bagi pemermtah teroris itu

siapa pun yang menimbulkan

suasana. teror dan rasa takut

~ yang bersifat meluas sudah

disebut sebagai teroris. Ter-
kait alternatif (definisi kedua),

" kami minta dibawa ke rapat

kerja agar tidak menghambat
proses sinkronigasi,” ujar Enny

. di Gedung DPR Jakarta.

'leahas lagj

" Hari ini, Tim Perurnus RUU
Antiterorisme akan membahas
dua alternatif definisi tersebut
bersama Menteri Hukum dan
HAM Yasonna H Laoly.

Hingga berita ini diturun-
Kan, dari 10 fraksi di parlemen,
delapan fraksi- menyatakan

“setuju dengan alternatif defi- ’
nisi kedua, yaitu Partai Gol-

J

kar, Partai Gerindra, Partai
Demokrat, PPP, PKS, Partai
NasDem, Partai Hanura, dan
PAN. Dua fraksi lain, yaitu
PDIP dan PKB, sepakat dengan
definisi pertama.

Anggota Frak51 PDIP, Risa
Mariska menetapkanplhaknya

memandang definisi pertama .

merupakan rangkuman core
crime dari Pasal 6 dan Pasal 7

UU Terorisme. “Sehingga kami

sepakat (definisi) alternatif
pertama.”' . '

~Anggota dewan dari Fraksi
Partai Demokrat, Darizal Basir,
menilai definisi menjadi pen-
ting karena menentukan cara
negara bertindak, membuat je-
las dan tegas agar tidak mudah
menuduh subversif. “Pemerin-

tah belum dapat membedakan
‘mana tindakan teroris dan
- kriminal biasa. Jangan sampai

dengan revisi UU ini penegak

hukum mudah mengkrimina-
lisasikan sesegrang sebagai
teroris. Belum tentu suatu
aksi kejahatan itu perhuatan
terorisme. Kami ingin definisi

. ini dilengkapi agar seseorang

tidak mudah dicap teroris,”
urigkap Darizal.

KetuaPansus RUU Pemberan-
tasan Tindak Pidana Terorisme
dari Fraksi Partai Gerindra,

.Muhammad Syaf’i, mengakui
_definisi kedua telah menyata-

kan siapa yang disebut sebagai
teroris. dan siapa yang bukan.
“Di negara mana terorisme
yang tidak membawa misi
politik dan ideologi? Tidak ada.
Jika hukum belum memberi-
kan batasan siapa itu teroris,
dengan -dasar apa seseorang
ith ditetapkan sebagai teroris?”
tegas Syafi'i. (Nov/Ant/X-3)
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